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Pemerintahan di Indonesia saat ini memangsedang
melakukan upaya pembangunan di berbagai
bidang, oleh karna itu pemerintah memerlukan dana
yang cukup banyak. Salah satunya daripenerimaan
negara yang memberikan sumbangan terbesar dari
sektor pajak. Beberapa faktor yang bisa
meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya di
sektor yang memiliki usaha di bidang kuliner yaitu
kesadran pajak, pemahaman pajak, dan sanksi
pajak .

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif yang
dimana pengambilan sampel nya menggunakan
metode accidiental samping yaitu dengan mencari
responden.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu

negara berkembang yang sedang
melakukan pembangunan di segala
bidang. Pembangunan yang telah

dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk
kesejahteraan rakyat yang biasa disebut
dengan suatu pembangunan nasional.
Untuk melaksanakan kegiatan
pembangunan tersebut, maka
pemerintah membutuhkan dana yang
tidak sedikit. Dana yang dimaksud
tersebut berasal dari  Anggaran
Pendapatan dan Belaja Negara yang
salah satunya disumbangkan dari sektor
pajak.

Saat ini pajak merupkan sumber
utama dana penerimaan dalam negeri di
Indonesia. Sebagian besar jugamenjadi
penerimaan negara Yyang terutang
dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang berasal
dari pajak dan sekitar 73,7 persen dari

total penerimaan negara  yang
berseumber dari penerimaan pajak
(www.fiskaldepkeu.go.id).  Mengingat

begitu pentingnya peran pajak disini,
maka pemerintah dalam hal ini

Direktorat Jenderal Pajak telah
melakukan berbagai upaya untuk
memaksimalkan penerimaan pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah
melalui reformasi peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan dengan

diberlakukannya self assesment
system. Self assesment system
mengharuskan  wajib pajak  untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya,
yaitu mengisi dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) di Kantor
Pelayanan Pajak

Menurut Adrian dalam

Simanjuntak dan Mukhlis (2012: 11)
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pajak merupakan suatu iuran kepada
negara yang dapat dipaksakan yang
teutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan, dengan
tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya merupakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum yang
berhubungan dengan tugas negara
untuk menyelenggarakan
pemerintahan. Pajak pada dasarnya
adalah pemberian sebagian harta
kekayaan rakyat dan atau badan usaha
yang digunakan untuk suatu
kepentingan bangsa dan negara.

Salah satu sumber pendapatan
negara itu berasal dari pajak, yang
dimana pajak dihimpun dari masyarakat.
Pajak sendiri ditarik dari masyarakat dan
digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran  pemerintah
dalam rangka menyediakan barang dan
jasa publik. Salah satu misi utama
Direktorat Jenderal Pajak adalah misi
fiskal yang dimana menghimpun
penerimaan pajak berdasarkan
Perundang-undangan Perpajakan yang
mampu menunjang kemandirian
pembiayaan pemerintah dan
dilaksanakan secara efektik dan efisien.
Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia
dibiayai oleh pajak. Dua jenis pajak
penyumbang penerimaan terbesar
adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), salah
satu faktornya ini menyebabkan
penerimaan pajak yang sulit vyaitu
kepatuhan wajib pajak yang rendah
yang dibuktikan karena masyarakat
selaku wajib pajak lupa atau bahkan
mungkin mengabaikannya kewajiban
untuk membayar pajak, khusunya pajak
penghasilan yang memiliki usaha atau
umkm. Terlebihnya ditengah perubahan
ini pandangan masyarajat terhadao
seluruh aspek penyelenggaraan

pemerintahan, serta sebagaimana
situasi yang muncul seta memberikan
kesan negatif terkait masalah
perpajakan (Aceng HM Fikri, 2012).

Semakin tinggi ataupun
rendahnya kinerja Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) diperkirakan dipengaruhi
oleh kesadaran wajib pajak, kepatuhan
waijib pajak, serta pelayanan waijib pajak
itu sendiri yang dimana kesadaran wajib
pajak diukur dengan persepsi, tingkat
pengetahuan, dan kondisi keuangan.
Sedangkan kepatuhan waijib pajak disini
diukur dengan tingkat tarif, stuktur
sanksi yang terdeteksi oleh hukum,
moralitas penyeludupan, persepsi dan
sikap, besarnya denda, sikap terhadap
pemerintah dan serta sistem
perpajakan. Dan pelayanan wajib pajak
juga di ukur dengan Tangible,
Reliabilitas, Responsivitas, Kompetensi,
Tata krama, Kredibilitas, Keamanan,
Akses, Komunikasi, dan Perhatian pada
pelanggan.

Pajak merupakan suatu
pendapatan yang berasal dari iuran
wajib dipungut dari warga negara
kepada negara yang berfisat memaksa
sesuai dengan peraturan perundang-
undang serta tidak mendapatkan
imbalan. Kegunaan pajak bagi suatu
negara lebih  berdominan  untuk
membiayai  pembangunan  negara
(Gouveia dan Stauss, 1994).

Penerimaan pajak merupakan
keseluruhan pendatapan yang berasal
atas pajak dalam negeri dan
perdagangan internasional digunakan
untuk belanja rutin maupun untuk
pembangunan negara dan daerahnya.
Penerimaan yang dihasilkan dari pajak
digunakan dalam pembiayaan
pembangunan, maka seluruh
penerimaan pajak senantiasa
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diusahakan untuk terus meningkatkan
(Dharmawan dan Devi 2012).

Kepatuhan pajak  merupakan
personalan yang sejak dulu ada di
perpajakan. Di dalam negeri rasio
kepatuhan wajib pajak dalam
melaksanakan pemenuhan kewajiban
perpajakannya dari tahun ke tahun
masih menunjukan persentase yang
tidak mengalami peningkatan secara
berarti. Hal tersebut didasarkan pada
perbandingan yang tidak mengalami
peningkatan secara berarti hal ini
didasarkan pada perbandingan jumlah
wajib pajak yang memenuhi syarat
penuh di indonesia sedikit sekali jika
dibandingkan dengan jumlah total wajib
pajak terdaftar (Winerungan 2013).

Upaya untuk menaikkan angka
kepatuhan perpajakan dapat dilakukan
baik dengan ekstenssifikasi dan
intensifikasi pajak. Biasanya dengan
menambahkan subjek dan objek pajak
serta melakukan sosialisasi baik melalui
media cetak ataupun elektronik.
Meskipun cara tersebut sudah ditempuh
namun kadangkala masih saja kurang
efektif karena beragam faktornya.
Kendala tersebut mempengaruhi
kesadaran dan kepatuhan perpajakan
wajib pajak. Peningkatan kepatuhan
pajak dapat dicapai apabila adanya
suatu kemauan dan kesadaraan yang
timbul dari diri wajib pajak untuk

memenuhi  kewajiban perpajkannya
(Nugroho et al, 2016).
Waijib pajak yang memiliki

kesadaran yang rendah tentu akan
cenderung untuk tidak melasanakannya
kewajiban perpajakan ataupun
melanggar peraturan perpajaka yang
berlaku. Diperlukanya kesadaran disini
yang berasal dari diri wajib pajaknya itu
sendiri yang akan ada arti dan manfaat
dari pemugutan pajak tersebut,
masyarakat harus sadar bahwa
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kewajiban membayar pajak bumi dan
bangunan ini bukanlah untuk pihak lain
melainkan kembali lagi untuk
masyarakat agar melancarkan jalannya
roda pemerintahan yang mengurusi
segala kepentingan rakyat, salah satu
caranya untuk mengoptimalkan adanya
penerimaan PBB vyaitu dengan
meningkatkan kepatugan waijib pajak
yng disiplin dan taat, serta tidak memiliki
tunggakan atau keterlambatan
penyetoran pajak.

Kesadaran yang tinggi dari wajib
pajak merupakan peran penting dalam
melaksanakan nya sistem tersebut
(Priyantini, 2008:3). Tingkat kesadaran
wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa
faktor, di antaranya adalah persepsi
wajib pajak tentang sanksi perpajakan
dan kesadaran wajib pajak. Terdapat
undang-undang yang mengatur tentang
ketentuan umum dan tata cara
perpajakan. Agar peraturan perpajakan
dipatuhi, maka harus ada sanksi
perpajakan bagi para pelanggarnya.
Wajib pajak akan memenuhi kewajiban
perpajakannya bila memandang bahwa
sanksi perpajakan akan lebih 3 banyak
merugikannya (Nurgoho, 2006).
Persepsi masyarakat tentang sanksi

perpajakan, kesadaran wajib pajak
terhnadap pelaksanaan pajak, dan
karakteristik ~ wajib  pajak  adalah

beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib
pajak. Agar peraturan perpajakan
dipatuhi, maka harus ada sanksi
perpajakan bagi para pelanggarnya.

Pemahaman perpajakan disini
merupakan rendahnya pemahaman
wajib  pajak mengenai peraturan
perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa
memengaruhi wajib pajak yang memiliki
usaha di bidang kuliner dalam
memenuhi pemahaman perpajakan.

Dewasa ini salah satu kelemahan wajib
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pajak UMKM adalah rendahnya
pemahaman wajib pajak mengenai
peraturan perpajakan. Kelemahan inilah
yang bisa memengaruhi wajib pajak
umkm atau yang memiliki usaha dalam
memenuhi  kewajiban perpajkannya.
Ada beberapa perubahan terkait
peraturan pemerntaha no 23 tahun 2018
tentang wajib pajak umkm atau wajib
pajak yang memiliki usaha, tentunya
wajib pajak harus memiliki pemahaman
yang baik terkait peraturan tersebut
terutama tentang penurunan tarif final
0,5%. Perubahan peraturan tersebut
akan memudakan wajib pajak yang
memiliki usaha dalam melakukan
perhitungan dan pembayaran pajak
setiap bulannya.

Sanksi pajak merupakan faktor
lain yang dapat memengarubhi
kepatuhan wajib pajak. Menurut
Mardiasmo (2018: 86-88) menyebutkan
bahwa sanksi perpajakan ialah suatu
jaminan atas ketentuan perundang-
undangan perpajakan dapat dipatuhi
atau dijalani. Sanksi yang dikenakan
diharapkan bisa meningkatkan
kesadaran wajib pajak dalammemenuhi
perpajakannya.

Berdasrkan  penjabaran latar
belakang tersebut, maka penelitian ingin
meneliti penaruh kesadaran pajak,
pemahaman pajak, dan sanksi pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak yang
memiliki usaha di bidang kuliner.

KERANGKA TEORITIS
Theory Of Planned Behaviour (TPB)

Teori ini digunakan untuk
mempelajari perilaku manusia terutama
terkait minat dan teori ini menyediakan
suatu kerangka untuk mempelajari sikap
terhadap perilaku (Pranadata 2014:19).

Menurut  Ajzen dalam  Pranadata
(2014:20) munculnya suatu minat perilaku
ditentukan oleh dua faktor penentu, yaitu
sikap terhadap perilaku (behavioral belief)
dan kontrol perilaku (control belief).

Sikap terhadap perilaku (behavioral
belief) berpengaruh terhadap keinginan

seseorang dalam melakukan suatu
tindakan dikarenakan dengan
mengetahui  bagaimana hasil dari

tindakan mereka, apakah hasil dari suatu
tindakan mereka akan bermanfaat atau
tidak dan dari hal itulah muncul niat

seseorang untuk melakukan suatu
tindakan. Penelitian berasumsi bahwa
teori mempunyai pengaruh terhadap

pemahaman dari Wajib Pajak terhadap
niat memenuhi kewajiban perpajakannya.
Selain itu penelitian juga berasumsi
bahwa teori ini mempunyai pengaruh
terhadap suatu persepsi terhadap tarif
pajak.

Kontrol perilaku (control belief) faktor
ini  mempengaruhi seseorang dalam
melakukan sesuatu tindakan dalam
Theory of Planned Behaviour. Dengan
adanya kontrol atas perilaku yang
mewajibkan Wajib Pajak untuk membayar
pajak tentu akan  mempengaruhi
bagaimana Wajib Pajak akanberperilaku,
semakin mendukung ataukan semakin
menghambat niat Wajib Pajak untuk
membayarkan pajak. Menurut penelitian
dalam hal ini kontrol perilaku berkaitan
dengan sanksi pajak yang akan
mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa
Indonesia, kesadaran merupakan
keadaan tahu, mengerti, dan merasa.
Kesadaran disini untuk mematuhi
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ketentuan (hukum pajak) yang berlaku
tentu menyangkut faktor-faktor apakah
ketentuan tersebut telah diketahui, diakui,
dihargai, dan ditaati. Bila seseorang
hanya mengetahui berarti kesadaran
waijib pajak tersebut masih cukup rendah.
Kesadaran wajib pajak merupaka suatu
kondisi dimana waijib pajak mengetahui,
memahami, dan melaksanakan ketentuan
perpajakan dengan benar dan sukarela.
Waijib pajak dikatakan memiliki kesadaran
(Manik Asri, 2009) apabila sesuaidengan
6 hal berikut :

1. Mengetahui adanya undang-
undang dan ketentuan
perpajakan.

2. Mengetahui fungsi pajak untuk
pembiayaan negara

3. Memahami bahwa kewajiban
perpajakan ini harus
dilaksanakan sesuai ketentuan
yang telah berlaku.

4. Memaham fungsi pajak untuk
pembiayaan negara

5. Menghitung, membayar,
melaporkan pajak dengan suka
rela

6. Menghitung, membayar,
melaporkan pajak dengan suka
benar.

Pengetahuan dan pemahaman tentang
perpajakan sangatlah penting karena
dapat membantu wajib pajak dalam
mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak
harus melaksanakan aturan dengan
benar dan sukarela. Jadi, kesadaran
wajib pajak merupakan salah satukondisi
dimana wajib pajak  mengetahui,
mengakui, menghargai, dan menaati
ketentuan perpajakan yang berlaku serta
memliki kesungguhan dan keinginan
untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Pemahaman Pajak

Pemahaman perpajakan merupakan
suatu kemampuan atau seseorang wajib
pajak dalam mengetahui peraturan
perpajakan baik itu soal taif pajak
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berdasarkan undang-undang yang akan
mereka bayar maupun manfaat pajak
yang akan berguna bagi kehidupan
mereka. Dengan adanya pengetahuan ini
perpajakan tersebut akan membantu
kepatuhan wajib pajak, sehingga menjadi
tingkatan kepatuhan akan semakin
meningkat. Selain itu ada kala nya cara
wajib pajak dalam memahami peraturan
yang sudah berlaku, memberikan
pemahaman tentang peraturan
perpajakan  juga  bertujuan  untuk
mengingatkan betapa pentingnya Kkita
membayar pajak dan paham juga atas
peraturan-peraturan tersebut.

Pemahaman menurut Bloom (1979)
ketika siswa dihadapkan dengan
komunikasi, mereka diharapkan untuk
mengetahui sesuatu apa yang sedang
dikomunikasikan dan dapat juga
membuat beberapa pengguanaan suatu
bahan atau ide yang terkandung di
dalamnya. Komunikasi disini yang
dimaksud dapat berupa lisan atau tertulis,
dalam bentuk verbal atau simbolik. Dari
pengertian tersebut, dapat disimpulkan
bahwa pemahaman disini pun sudah bisa
dapat diartikan bahwa suatu proses, cara
memahami atau mempelajari dengan baik
suatu hal agar dapat memahami atau
paham benar dengan memiliki
pengetahuan yang banyak.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak menurut Siti Resmi
(2003:62) dalam bukunya yang berjudul
perpajakan : teori dan  konsep
mengungkapkan sanksi  perpajakan
terjadi karena terdapat pelanggaran
peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi  tinggi
rendahnya kepatuhan wajib pajak (Agus
Nugroho Jatmiko, 2006). Waijib pajak
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akan memenuhi kewajiban perpajakan
bila memandang bahwa sanksi
perpajakan akan lebih banyak
merugikannya (Agus Nugroho Jatmiko,
2006).

Sanksi pajak merupakan suatu tindakan
yang berupa hukuman yang diberikan
kepada orang yang melanggar peraturan.
Peraturan atau undang-undang
merupakan rambu-rambu bagi seseorang
untuk melakukan sesuatu mengenai apa
yang harus dilakukan dan apa yang
seharusnya itu tidak dilakukan. Sanksi
diperlukan agar peraturan atau undang-
undangan tidak dilanggar. Sanksi pajak
merupakan jaminan bahwa ketentuan
peraturan perundang-undangan
perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain
sanksi perpajakan merupakan suatu alat
untuk penegahan agar wajib pajak tidak
melanggar norma perpajakan (Muliari dan
Setiawan, 2010).

Sanksi juga merupakan suatu langkah
hukuman yang dijatuhkan oleh suatu
negara atau kelompok tertentu. Menurut
Eko Sujatmiko pada tahun 2014 ia
mengemukakan sanksi adalah suatu
bentuk balasan yang diberikan kepada
seseorang atas perilakuny, sanksi
ditetapkan oleh masyarakat untuk tetap
menjaga tingkah laku anggotanya agar
sesuai dengan norma-norma yang ada
dan telah berlaku secara umum atau garis
besarnya. Sanksi perpajakan merupakan
suatu jaminan bahwa adanya ketentuan
peraturan perundang-undangan
perpajakan yang akan di turuti atau di
patuhi, atau sanksi perpajakan yang
merupakan suatu alat pencegahan
(preventif) agar Wajib Pajak tersebut tidak
melanggar norma-norma perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2009: 39) dalam
bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa

sanksi perpajakan merupakan suatu
jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundangan-undangan perpajakan
(norma perpajakan) akan dituruti atau
ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain
sanksi perpajakan merupakan alat
pencegahan agar wajib pajak tidak
melanggar norma perpajakan. Persepsi
atas sanksi perpajakan disini merupakan
interpretasi dan pandangan wajib pajak
dengan adanya sanksi perpajakan.

Menurut Zain  (2008: 83) agar
pelaksanaan sanksi dapat berjalanan
dengan baik diharapkan sanksi yang
ditegakan memiliki beberapa kriteria,
diantaranya :

1. Sanksi perpajakan yang
dikenakan bagi pelanggar aturan
pajak cukup berat.

2. Pengenaan sanksi merupakan
salah satu sarana untuk mendidik
wajib pajak.

3. Penegakan sanksi pajak
dikenakan kepada pelanggarnya
tanpa toleransi jadi dapat
disimpulkan bahwa persepsi wajib
pajak tentang sanksi perpajakan
merupakan  gambaran  yang
terstuktur dan bermakna pada
hukuman yang dikenakan kepada

wajib pajak yang tidak
melaksanakan ketentuan
peraturan perundangan-
undangan perpajakan. Dalam
Undang-undang perpajakan

dikenal dua macam sanksi, yaitu
sanksi administrasi dan sanksi
pidana. Ancaman terhadap
pelanggaran suatu norma
perpajakan ada yang diancam
dengan sanksi administrasi saja,
ada yang diancam dengan sanksi
pidana saja dan ada pula yang
diancam dengan sanksi
administrasi dan pidana.
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PEMBAHASAN

Hubungan Kesadaran Pajak
dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam teori ini menjelaskan bahwa
kesadaran wajib pajak merupakan
keadan yang diaman untuk mengetahui
dan keadaan untuk mengerti (memahami)
tentang kesadaran membayar pajak.
Dalam penelitian Widayati dan Nurlis
(2010), ada beberapa bentuk kesadaran
pajak untuk membayar pajak yang
mendorong wajib pajak untuk membayar
pajak, yaitu kesadaran bahwa pajak
merupakan bentuk partisipasi dalam
menunjang pembangunan negara.
Dengan menyadari hal ini, wajib pajak
mau membayar pajak karena mereka
merasa tidak dirugikan dari pemungutan
pajak yang dilakukan, kesadaran bahwa
penundaan pembayaran pajak dan
pengurangan beban pajak sangatlah
merugikan negara. Waijib pajak mau
membayar pajak karena memahami
bahwa adanya penundaan pembayaran
pajak dan pengurangan beban pajak
berdampak pada kurangnya sumber daya
finansial yang dapat mengakibatkan
terhambatnya pembangunan negara, lalu
kesadaran bahwa pajak ditetapkan
dengan undang-undang dan dapat
dipaksakan. Wajib pajak akan
membayarnya karena pembayaran pajak
disadari memiliki landasan hukum yang
kuat dan merupakan kewajiban mutlak
setiap warga negara.

Menurut  Yusdinar dkk(2015) dalam
(Purwanti,2016) wajib pajak yang memiliki
kesadaran tinggi tidak menganggap
membayar pajak merupakan suatubeban
namun mereka menganggap hal ini
adalah suatu kewajiban dan tanggung
jawab mereka sebagai warga negara
sehingga mereka tidak keberatan dan
membayar pajaknya dengan suka rela.
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Penelitian oleh Nila Puspita,2016 menguiji
pengaruh kualitas pelayanan fiskus,
kesadaran.

Kesadaran wajib pajak adalah perilaku
atau sikap terhadap suatu objek yang
melibatkan anggapan dan perasaanserta
kecenderungan untuk bertindak sesuai
stimulus (rangsangan) tersebut yang
melibatkan pengetahuan, keyakinan dan
penalaran yang diberikan oleh sistem dan
ketentuan pajak tersebut yang diukur
dengan persepsi, tingkat pengetahuan
dan kondisi keuangan.

wajib pajak dan keadilan pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak bumi dan bangunan, pada
kecamatan padang utara menunjukkan
bahwa kualitas pelayanan fiskus,
kesadaran wajib pajak dan keadilan pajak
berpengaruh signifikan positif terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Dari analisa diatas dapat disimpulkan
bahwa kesadaran wajib pajak disini
adalah memiliki arti keadaan dimana
seseorang mengetahui, memahami, dan
mengerti tentang cara membayar pajak.
Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan
dan pemahaman tentang peraturan
perpajakan serta pelayanan yang
berkualitas terhadap wajib pajak maka
akan timbul kesadaran akan membayar
pajak. Kesadaran membayar pajak
karena wajib pajak memiliki untuk
membayar pajak. Pajak yang mereka
bayar digunakan oleh pemerintah untuk
membiyai pelayanan publik  dan
pembangunan nasional. Namun
kesadaran membayar pajak dapat
dipengaruhi oleh lingkungan waijib pajak
itu sendiri termasuk lingkungan
masyarakat tempat wajib pajak tinggal
dan perekonomian wajib pajak itu sendiri.
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Hubungan Pemahaman Pajak
dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah
kemampuan seorang wajib pajak dalam
mengetahui peraturan perpajakan baik
itu soal tarif pajak yang akan mereka
bayar, maupun manfaat pajak yang akan
berguna bagi kehidupan mereka.
Dengan adanya pengetahuan
perpajakan tersebut akan membantu
kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak sehingga tingkat kepatuhan akan
meningkat(Banyu Utomo,2011).

Menurut Syabhril (2012) menyatakan
bahwa, hubungan tingkat pemahaman
wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan
wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib
pajak mengenai perpajakan menjadi hal
penting dalam menentukan sikap
perpajakan dan perilaku wajib pajak
dalam melaksanakan kewajibannya.Jika
pengetahuan wajib pajak mengenai
perpajakan rendah, maka kepatuhan
wajib pajak mengenai peraturan yang
berlaku juga rendah, karena walaupun
wajib pajak tidak berniat untuk
melalaikan kewajiban pajaknya, waijib
pajak tetap tidak mampu memenuhi
kewajiban perpajakannya karena dia
sendiri tidak memahami UU dan tata
cara perpajakan, hal ini akan
mengakibatkan kepatuhan wajib pajak
rendah.

Dalam penelitian ini merupakan suatu
proses dimana waijib pajak mengetahui
tentang perpajakan dan mengaplikasikan
pengetahuan itu untuk membayar pajak
(Nugroho, 2012). Pengetahuan dan
pemahaman akan peraturan perpajakan
merupakan suatu proses dimana wajib
pajak mengetahui tentang perpajakan
dan mengaplikasikan pengetahuan itu
untuk membayar pajak. Panca
Hardiningsih (2008:11) menyatakan

bahwa adanya peningkatan pengetahuan
perpajakan baik formal maupun non
formal akan berdampak positif terhadap
kesadaran wajib pajak dalam melakukan
pembayaran pajak. Menemukan bahwa
rendahnya kepatuhan wajib  pajak
disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak
serta persepsi tentang pajak dan petugas
pajak dari petugas pajak, selain itu ada
yang memperoleh dari media informasi,
konsultan pajak, seminar, dan pelatihan
pajak. Berdasarkan konsep pengetahuan
dan pemahaman pajak menurut Siti
Kurnia Rahayu (2010:141) terdapat
beberapa indikator wajib pajak
mengetahui dan memahami peraturan
perpajakan.

Hubungan Sanksi Pajak dengan
Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menjelaskan suatu tindakan
yang bersifat memaksa dan dapat
dipaksakan yang telah ditetapkan sebagi
reaksi terhadap tindakan, ataupun
terhadap tidak dilakukannya tindakan
yang ditetapkan oleh tatanan hukum
(Kelsen, 2008:123). Tindakan paksa yang
dimaksud vyaitu tindakan yang dilakukan
bukan atas keinginan individu yang
menjadi sasaran dan bila terjadi
perlawanan, akan digunakan pemaksaan
fisik. Dapat disimpulkan bahwa sanksi
bersifat tegas yang digunakan sebagai
pemaksaan agar seseorang taat akan
aturan. Sanksi pajak  merupakan
pengenaan bagi wajib pajak yang tidak
penyampaikan SPT tepat waktu sesuai
dalam jangka waktu penyampaian SPT
ataupun batas waktu perpanjangan surat
pemberitahuan dalam jangka waktu
tersebut adalah sesuai dengan pasal 3
ayat 3 dan 4 UU KUP No.28 tahun 2007.
Sebagaimana dimaklumi, sesuatu
kebijakan berupa pengenaan sanksi
dapat dipergunakan untuk 2 maksud,
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yang pertama adalah untuk mendidik dan
yang kedua itu adalah untuk menghukum,
dengan mendidik dimaksudkan agar
mereka yang dikenakan sanksi akan
menjadi lebih baik dan lebih mengetahui
hak dan kewajibannya sehingga tidaklagi
melakukan kesalahan yang sama.
Maksud yang kedua adalah untuk
menghukum  sehingga pihak yang
terhukum akan menjadi jera dantidak lagi
melakukan keselahan yang sama
(Mulyodiwarno,2007).

Sanksi Pajak adalah Suatu bentuk
hukuman yang diberikan kepada waijib
pajak yang melakukan pelanggaran yang
bisa dikenakan berupa sanksi
administrasi dan sanksi denda sedangkan
yang menyangkut tindakan pidana
perpajakan dikenakan sanksi kurungan
badan

Waijib pajak akan patuh jika mereka
berfikir adanya sanksi berat akibat
tindakan ilegal  dalam usahanya
menyelundupkan  pajak. Penerapan
sanksi perpajakan baik administrasi
(denda, bunga, kenaikan) dan pidana
(kurungan atau penjara) mendorong
kepatuhan wajib pajak, namun penerapan
sanksi harus konsisten dan berlaku
terhadap semua wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya (
Hutagaol, 2007:8) dalam (SriMutia,2014)

Dalam undang-undang perpajakan
dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi
administrasi dan sanksi pidana. Sanksi
administrasi dapat dijatuhkan apabila
waijib pajak disini melakukan
pelanggaran, terutama atas
kewajibannya yang ditentukan dalam UU
KUP dapat berupa sanksi administrasi
bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan
sanksi pidana dapat berupa hukuman
kurungan dan hukuman penjara (Rahayu,
2010:213). Pelaksanaan pengenaan
suatu sanksi perpajakannya kepada waijib
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pajak dapat berupa sanksi administrasi
saja, sanksi pidana saja ataupun kedua-
duanya. Sanksi perpajakan terjadi karena
terdapat pelanggaran terhadap peraturan
perundangan-undangan perpajakan
dimana semakin besar kesalahan yang
dilakukan seorang wajib pajak, maka
sanksi yang diberikan juga akan semakin
berat. Contoh nya pelanggaran yang
sering dilakukan adalah keterlambatan
dalam membayar pajak, kurang bayar,
dan kesalahan dalam pengisian SPT
(Sartika dan Rini, 2009).

Kerangka Pemikiran

( )
Kesadaran Pajak
(X1)
ﬁ
r \ Kepatuhan
Pemahaman Pajak Wajib Pajak
X2 Y
(X2) ) (Y)
—
Sanksi Pajak
(X3)

Di dalam penelitian ini menjadi variabel
bebas atau variabel independen adalah
Kesadaran Pajak (X1), Pemahaman
Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3)
sedangkan variabel terkaitnya vyaitu
Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

KESIMPULAN

1. Kesadaran Pajak  mampu
memprediksi dalam kepatuhan
wajib pajak.
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2. Pemahaman Pajak mampu
memprediksi dalam kepatuhan
wajib pajak.

3. Sanksi Pajak mampu
memprediksi dalam kepatuhan
wajib pajak.
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